BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

B. Saran

Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah
Kementerian Dalam Negeri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif
dan negatif. Dampak positif Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri
yaitu Polri tidak perlu lagi untuk menyusun rancangan strategi kebijakan
keamanan negara. Dampak negatif Polri dibawah Kementerian Dalam
Negeri yaitu bahwa terdapatnya bentuk keberpihakan dalam penegakan
hukum dibawah naungan Kementerian yang menganggu independensi
Polri.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah
Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara
bila dikaitkan dalam tiga pemisahan kekuasaan seperti legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Pada kewenangan penegakan hukumnya Polri
akan berada pada kekuasaan eksukutif yang semestinya harus pada

kekuasaan yudikatif.

Seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah
pengawasan Yyudikatif dalam hal penegakan hukum, agar tidak

terjadinya keberpihakan bila dibawah Kementerian.
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2. Agar Negara Republik Indonesia konsisten dalam menjaga
independensi setiap lembaga-lembaga negara yang jauh dari

kepentingan politik.
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